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Abstract. The purpose of this research was to examine the effect of Tax Knowledge 

and Motor Vehicle Tax Incentives on Motor Vehicle Tax Payer Compliance. This 
research method uses a verification method with a quantitative approach. This 

research was conducted at SAMSAT Pajajaran, Bandung City. The type of data used 
is primary data obtained from two-wheeled motorized vehicle taxpayers in the 

SAMSAT Pajajaran area, Bandung City. The sampling technique in this research was 
incidental/accidental sampling with the number of respondents obtained as many as 

76 motor vehicle taxpayers. Data was collected through the distribution of 

questionnaires. Data were analyzed using multiple linear regression analysis, 
classical assumption testing and hypothesis testing. The results of this research 

indicate that tax knowledge has a positive and significant effect on motor vehicle 
taxpayer compliance and motor vehicle tax incentives have no effect on motor vehicle 

taxpayer compliance. Tax knowledge of taxpayers should be improved. Especially 
increasing the knowledge of taxpayers' taxation regarding the provisions and 

procedures of taxation, the tax system and tax functions. This is done so that 

motorized vehicle taxpayers fulfill their tax obligations according to the rules and 
regulations every year. In addition, the introduction of motor vehicle tax incentives 

for taxpayers must be improved for the better. 
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Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh dari Pengetahuan 
Perpajakan dan Insentif Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Kendaraan Bermotor. Metode penelitian ini menggunakan metode verifikatif dengan 

pendekatan kuantitatif. Riset ini dilakukan di SAMSAT Pajajaran Kota Bandung. 
Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari wajib pajak 

kendaraan bermotor roda dua yang berada di wilayah SAMSAT Pajajaran Kota 
Bandung. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 

incidental/accidental sampling dengan jumlah responden yang didapatkan sebanyak 
76 wajib pajak kendaraan bermotor. Pengumpulan data dilakukan melalui 

penyebaran kuesioner. Data dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda, 
pengujian asumsi klasik dan pengujian hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan insentif pajak kendaraan bermotor 
tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pengetahuan 

perpajakan dari wajib pajak harus ditingkatkan. Terutama meningkatkan pengetahuan 
perpajakan wajib pajak mengenai ketentuan dan tata cara perpajakan, sistem pajak 

dan fungsi pajak. Hal ini dilakukan agar wajib pajak kendaraan bermotor memenuhi 
kewajiban pajaknya sesuai aturan dan perundang-undangan setiap tahunnya. Selain 

itu pengenalan insentif pajak kendaraan bermotor bagi wajib pajak harus ditingkatkan 

menjadi lebih baik. 

Kata Kunci: Pengetahuan Perpajakan, Insentif Pajak dan Kepatuhan Wajib 

Pajak.  
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A. Pendahuluan 

Pada akhir tahun 2019 terjadi fenomena dimana sebuah virus muncul dari kota Wuhan yang 
merupakan ibu kota China Tengah, Provinsi Hubei, Tiongkok dengan nama Covid-19 kemudian 
virus ini menyebar di semua penjuru dunia yang salah satunya adalah Indonesia. Pandemi 
Covid-19 berdampak terhadap setiap aspek kehidupan masyarakat, termasuk di Indonesia. 
Selama setahun terjadinya pandemi Covid-19, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) di kota 
Bandung mengalami dampak. Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan (Sumarna, 2021).  

Pajak dikatakan sebagai iuran masyarakat untuk kas negara didasarkan pada undang-
undang (dipaksakan) dimana hasilnya tidak dirasakan dengan timbal balik langsung (langsung 
ditunjukkan), dan guna membayar keperluan dan kepentingan pembangunan negara 
(Brotodihardjo, 2013). 

Pajak kendaraan bermotor memiliki kontribusi yang tinggi dalam penerimaan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Ardian, 2021). Dalam Undang-undang Republik Indonesia 
Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Kendaraan Bermotor dikatakan sebagai tanda kepemilikan 
terhadap penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor diartikan sebagai kendaraan 
beroda dan kendaraan lainnya yang memiliki manfaat dan kegunaan di darat, selain itu 
kendaraan beroda memiliki sumber gerak berupa alat teknik bermotor atau dimana alat tersebut 
berguna untuk merubah suatu sumber daya dari sebuah energi kemudian menjadi sumber tenaga 
gerak. 

Namun pada realisasinya, banyak wajib pajak kendaraan bermotor dimana mereka tidak 
mematuhi atau tidak memenuhi kewajiban pajaknya. Di Jawa Barat, dalam jumlah kendaraan 
bermotor sebanyak 17 juta, hanya sebagian besar antaranya yang tertagih pajak kendaraanya 
yaitu sebanyak 11 juta. Sisanya dalam sementara, memiliki status dimana penagihannya tidak 
jelas dikarenakan penguasa kendaraan tidak melaporkan kehilangan kendaraannya ataupun 
melaporkan adanya kerusakan. (Widatmoko, 2020). 

Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan target pajak adalah kepatuhan dari 
wajib pajak yang ada di daerah tersebut. Penerimaan yang didapatkan negara dapat dihubungkan 
terhadap adanya peningkatkan kepatuhan dari wajib pajak (Wardani & Rumiyatun, 2017). 
Kepatuhan wajib pajak dikatakan menjadi sebuah keadaan yang menjelaskan bahwa wajib pajak 
melakukan pemenuhan seluruh kewajiban pajaknya dan pemenuhan berbagai ketentuan yang 
berhubungan dengan kewajiban perpajakannya (Nurmantu, 2005). Kepatuhan dapat diartikan 
sebagai rasa tunduk, ketaatan atau patuh terhadap semua ketentuan dan aturan. Kepatuhan wajib 
pajak dikatakan sebagai patuh dalam pelaksanaan hak juga pelaksanaan kewajiban perpajakan 
yang menyesuaikan seluruh aturan dan ketentuan dalam peraturan pajak yang berlaku (Rahayu, 
2010). 

Dalam pemenuhan kewajiban pajak terdapat banyak faktor dimana mengakibatkan 
tingkat kepatuhan rendah salah satunya yaitu kekurangan informasi yang didapatkan dari 
pemerintah terhadap masyarakat (Suryarini dan Turmudji, 2010). Dikatakan bahwa masih 
terdapat beberapa bagian masyarakat Indonesia yang beranggapan bahwa pajak identik dengan 
penjajahan (Indrawati, 2020). Selama ini terdapat berbagai jenis kendala yang terasa oleh 
sebagian pelaku usaha dan masyarakat yang memiliki pengetahuan minim mengenai peraturan 
perpajakan (Rusli, 2021). 

Pendapat tersebut didukung dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Guci & 
Halimatusadiah (2021) terkait pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, 
dijelaskan bahwa pengetahuan perpajakan menghasilkan pengaruh untuk pemenuhan kewajiban 
perpajakan dari wajib pajak. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Fita 
Fitrianingsih (2018) yang menghasilkan penelitian mengenai pengetahuan perpajakan yaitu 
pengetahuan perpajakan tidak membuat wajib pajak mematuhi kewajiban pajaknya. 

Upaya lainnya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan adalah 
pengadaan insentif pajak. Insentif pajak dibuat dengan tujuan sebagai perangsang wajib pajak 
untuk memenuhi kewajiban pajaknya (Winardi, 1982). Pemerintah menolong dengan insentif, 
untuk pemulihan perekonomian rakyat agar melakukan pembayaran pajak dan tentu saja 
dimanfaatkan untuk pembangunan (Prastowo, 2021). Insentif Pajak Kendaraan Bermotor 
dikatakan sebagai membebaskan atau kata lain yaitu menghapuskan denda terhadap 
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terlambatnya pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Insentif pajak dipergunakan sebagai cara 
untuk membuat wajib pajak mendukung program pembangunan dan kegiatan pemerintah dalam 
cara pengurangan atau pembebasan suatu kewajiban pajak (Sitohang dan Sinabuntar, 2020). 

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Alfina & Diana (2021) insentif pajak memiliki 
dampak yang baik dalam reaksi dan perilaku wajib pajak. Reaksi dan perilaku yang dimaksud 
salah satunya adalah kepatuhan wajib pajak. Hasil lainnya didapatkan dengan hasil penelitian 
Dewi et al, (2020) yaitu menjelaskan insentif pajak tidak memberikan pengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak. 

Berdasar pada penguraian latar belakang tersebut, disusun rumusan masalah untuk 
penelitian ini yaitu seperti di bawah ini: 

1. Bagaimana pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Kendaraan Bermotor? 

2. Bagaimana pengaruh Insentif Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib 
Pajak Kendaraan Bermotor? 

B. Metodologi Penelitian 

Peneliti menggunakan metode penelitian verifikatif dan pendekatan kuantitatif. Penggunaan 
metode sampling yang ada dalam penelitian ini yaitu metode non probability Sampling. Non 
probability Sampling dikatakan sebagai pengambilan data berupa sampel dimana tidak adanya 
pemberian peluang dan kesempatan yang setara terhadap semua sampling dan bagian populasi 
agar dapat dipilih sebagai sampel yang diteliti (Sugiyono, 2016). Sedangkan untuk teknik 
pengambilan sampel Insidental/Accidental Sampling. Sampling Insidental/Accidental Sampling 
merupakan teknik dalam menentukan sampel secara kebetulan, atau dikatakan dengan siapapun 
orang yang sengaja kebetulan ditemukan oleh peneliti dalam proses penelitian dan dipergunakan 
menjadi sumber sampel. Bila dilihat lagi, sampel yang secara kebetulan ditemukan tersebut 
sesuai dengan syarat sebagai sumber data. Sumber pemilihan data yang terdapat dalam 
penelitian ini merupakan sumber data primer. Populasi terpilih dalam penelitian ini dikatakan 
sebagai wajib pajak dengan penguasaan kendaraan bermotor jenis roda dua yang berada di 
wilayah Kantor SAMSAT Pajajaran Kota Bandung dengan populasi sebanyak 415.015 Unit. 

Dengan teknik penentuan sampel Insidental/Accidental Sampling diperoleh jumlah yang 
didapatkan menjadi sampel yang diteliti adalah sebanyak 76 wajib pajak dari kendaraan 
bermotor jenis roda dua. Teknik pengumpulan data dimana terdapat dalam penelitian ini yaitu 
penyebaran kuesioner. Selain itu, Teknik untuk melakukan analisis pengolahan data dimana 
terdapat dalam penelitian ini yaitu teknik pengkategorian dengan skala likert. Dengan digunakan 
skala likert selanjutnya variabel penelitian diukur lalu dijabarkan dalam sebuah indikator 
variabel. 

Dimensi dan indikator yang menjadi sumber pengukuran dari setiap variabel dalam 
penelitian ini adalah: 
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Tabel 1. Dimensi dan indikator yang menjadi sumber pengukuran dari setiap variabel 

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan (X1) dan Insentif Pajak Kendaraan Bermotor (X2) 

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) 
Dibawah ini merupakan hasil dari pengolahan data dalam penelitian, yang diuji menggunakan 
pengujian asumsi klasik juga analisis regresi linier berganda. Hasil dari uji analisis diperlihatkan 
dalam tabel 1. 
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Tabel 1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan (X1) dan Insentif Pajak Kendaraan Bermotor (X2) 
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) 

 

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 23, 2022. 

Dari tabel diatas dilakukan perhitungan determinasi parsial (rsquare), dengan hasil 
sebagai berikut: 

Kd = 0,715 x 0,599 x 100% = 42,82% 

Kd = - 0,155 x 0,379 x 100% = 5,8% 
Dari hasil yang didapatkan dalam pengolahan data menggunakan spss, diperoleh 

besarnya nilai koefisien determinasi secara parsial (rsquare) untuk pengetahuan perpajakan 
sebesar 42,82% yang artinya dengan pengetahuan perpajakan besar kontribusi untuk 
mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu sebanyak 42,82%. Selain itu, berdasa dari hasil 
pengolahan data analisis diatas, diperoleh besarnya koefisien determinasi secara parsial 
(rsquare) terhadap insentif pajak kendaraan bermotor sebesar - 5,8% yang artinya dengan 
insentif pajak kendaraan bermotor hanya memiliki total kontribusi sebanyak - 5,8%. 

 

Pembahasan 
1. Dari penelitian ini diketahui bahwa diperoleh nilai siginifikan dari pengetahuan 

perpajakan sebesar 0,00 yaitu lebih kecil dari pada 0,05 sehingga disimpulkan dari hasil 
penelitian diatas bahwa dari uji parsial (uji t) ini Ho ditolak atau H1 diterima yang artinya 
pengetahuan perpajakan menghasilkan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 
kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil pengolahan data, hasil 
dari data analisis tersebut memperoleh besar koefisien determinasi secara parsial 
(rsquare) untuk pengetahuan perpajakan sebanyak 42,82% yang artinya dengan 
pengetahuan perpajakan total kontribusi pengaruh sebanyak 42,82%. Dari hasil tersebut 
memperlihatkan dengan memiliki pengetahuan perpajakan yang mumpuni tentu 
menghasilkan kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan seluruh kewajiban pajaknya 
sebagai wajib pajak kendaraan bermotor. Total skor yang diperoleh dari hasil data pada 
teknik analisis data menggunakan skala likert dan garis kontinum pada variabel 
pengetahuan perpajakan sebanyak 572 dan menghasilkan data dengan kategori baik. 

2. Sedangkan nilai dari uji parsial (uji t) untuk insentif pajak kendaraan bermotor sebesar 
0,272 yaitu lebih besar dari pada 0,05 kemudian dapat disimpulkan bersumber dari hasil 
pengujian parsial (Uji t) yaitu Ho diterima atau H2 ditolak dimana artinya insentif pajak 
kendaraan bermotor tidak mempengaruhi atau tidak memacu kepatuhan wajib pajak 
kendaraan bermotor. Berdasarkan data hasil analisis diatas, diperoleh nilai koefisien 
determinasi secara parsial (rsquare) untuk insentif pajak kendaraan bermotor sebesar - 
5,8% yang artinya insentif pajak kendaraan bermotor yang hanya memiliki total 
kontribusi sebanyak - 5,8%. Hal ini memperlihatkan bahwa pengadaan kebijakan insentif 
pajak kendaraan bermotor tidak terlaksana dengan baik sehingga menyebabkan tidak 
adanya pengaruh positif dengan wajib pajak kendaraan bermotor untuk pemenuhan 
kewajiban pajaknya.  Total skor yang diperoleh dari hasil data pada teknik analisis data 
menggunakan skala likert dan garis kontinum pada variabel pengetahuan perpajakan 
sebanyak 2921 dan menghasilkan data dengan kategori baik. Akan tetapi dari skor 
terendah dapat diketahui bahwa wajib pajak kendaraan bermotor yang bersumber dari 
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hasil penelitian ini kurang mengetahui adanya pemberian insentif pajak kendaraan 
bermotor oleh pemerintah daerah. 

D. Kesimpulan 

Didapatkan hasil penelitian lalu pembahasan pada penelitian ini, peneliti menyimpulkan 
beberapa hasil penelitian sebagai berikut: 

1. Pengetahuan perpajakan menghasilkan pengaruh yang positif dan signifikan dengan 
kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dapat dikatakan bahwa semakin tinggi atau 
baik pengetahuan perpajakan wajib pajak maka akan semakin baik pula kepatuhan dari 
wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Pengaruh ini didukung oleh faktor 
yaitu tingkat pengetahuan wajib pajak tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan 
di Indonesia, tingkat pengetahuan wajib pajak perihal sistem perpajakan di Indonesia dan 
tingkat pengetahuan wajib pajak perihal fungsi perpajakan di Indonesia. dari penelitian 
ini pengetahuan perpajakan dari wajib pajak harus ditingkatkan karena didapatkan dari 
hasil penelitian dan pengolahan data dikatakan pengetahuan perpajakan dapat 
mempengaruhi wajib pajak kendaraan bermotor dalam pemenuhan kewajiban pajaknya. 
Terutama meningkatkan pengetahuan perpajakan wajib pajak dalam melaksanakan 
ketentuan dan tata cara perpajakan, bagaimana sistem pajak dan fungsi pajak yang ada 
di Indonesia. Hal ini dilakukan agar wajib pajak kendaraan bermotor memenuhi 
kewajiban pajaknya sesuai aturan dan perundang-undangan setiap tahunnya. 

2. Insentif pajak kendaraan bermotor tidak menghasilkan pengaruh dengan kepatuhan wajib 
pajak. Dari hasil tersebut dapat dikatakan dengan adanya kebijakan dan pemanfaatan 
insentif pajak tidak berdampak besar untuk membuat wajib pajak kendaraan bermotor 
memenuhi kewajiban pajaknya. Dalam penelitian ini diketahui penyebabnya karena 
kurangnya pengetahuan wajib pajak bahwa pemerintah memberikan insentif pajak 
kendaraan bermotor. Pengenalan insentif pajak kendaraan bermotor bagi wajib pajak 
kendaraan bermotor harus ditingkatkan menjadi lebih baik, karena dalam penelitian ini 
insentif pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 
kendaraan bermotor karena wajib pajak kurang mengetahui adanya insentif pajak 
kendaraan bermotor. 
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